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RINGKASAN 

 

 Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tersebut disebutkan bahwa 

pelayanan dan pengawasan keimigrasian berdasarkan prinsip selective policy. dimana 

dinyatakan bahwa orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan 

rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan 

ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara Republik Indonesia 

yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diberikan izin masuk dan keluar wilayah 

Republik Indonesia. Prinsip selective policy ini menyatakan bahwa orang yang memberikan 

manfaat dapat diberikan izin masuk dan yang membahayakan dan ketertiban terhadap bangsa 

dan negara tidak dapat diberikan izin untuk masuk dan bertempat tinggal di wilayah Republik 

Indonesia. 

 Landasan yuridis mengenai pengaturan lalu lintas keluar masuknya orang asing di 

Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang 

menetapkan kewajiban-kewajiban serta batasan- batasan tertentu. Kemudian untuk pengaturan 

mengenai Tindakan Administratif Keimigrasian sendiri diatur dalam pasal 75 Undang-Undang 

No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan untuk Tindak Pidananya diatur dalam Pasal 113 

sampai Pasal 136 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengaturan 

mengenai keimigrasian ini merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta 

merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum 

terhadap pelanggaran keimigrasian masih sulit untuk dilaksanakan. 

 Demikian halnya pelanggaran keimigrasian ditemukan juga pelanggaran keimigrasian 

di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin yang perlu untuk dikaji secara 

mendalam dalam tesis ini. Terdapat 2 Kota / 9 Kabupaten , yang menjadi wilayah kerja Kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin, yaitu Kota  Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten 

Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten 

Balangan dan Kabupaten Tabalong. 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis membuat penelitian tesis ini 

dengan judul “PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRATIF TERHADAP SELECTIVE 

POLICY KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN” 

 

 



 

 

penulis membatasi masalah yang dibahas dalam tesis ini melalui rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing pada Kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin ? 

2. Apa Sanksi Administratif atas pelanggaran selective policy keimigrasian  yang 

dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI  Banjarmasin ? 

 

  Pada Kantor Imigrasi Banjarmasin dalam kasus pelanggaran keimigrasian ini, maka 

prosedur yang dilakukan adalah melakukan pemanggilan kepada warga negara asing pelanggar, 

kemudian diperiksa dengan berita acara pemeriksaan, setelah itu penempatan deteni ke ruang 

khusus dan persiapan kegiatan  pen deportasian ke negara asal. 

  Selective policy merupakan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan imigrasi 

Indonesia terhadap orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia. Prinsip dasar 

kebijakan ini tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian. Prinsip selective policy yakni memilah setiap warga negara asing yang 

hendak memasuki wilayah Indonesia, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak 

membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang akan diperbolehkan masuk dan berada 

di wilayah Negara Indonesia. Tujuan dari penerapan kebijakan ini adalah untuk menjaga 

kepentingan nasional Indonesia yakni kedaulatan dan keamanan Indonesia yang mungkin akan 

terancam jika orang asing dibiarkan masuk dengan bebas. Selective policy imigrasi Indonesia 

didasarkan pada pendekatan keamanan (security approach) dan pendekatan kesejahteraan 

(prosperity approach) yang berjalan secara seimbang. 

   Penerapan selective policy dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin  

jauh lebih ketat dan selektif terhadap orang asing yang berasal dari negara calling visa. Hal ini 

disebabkan kondisi negara calling visa yang dianggap rawan ditinjau dari aspek ideologi, aspek 

politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek pertahanan dan keamanan negara, 

dan aspek keimigrasian. Hingga saat ini ada sembilan negara yang masuk dalam kategori 

negara calling visa yakni Afganistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia, Nigeria, 

Nigeria, dan Somalia. Penetapan negara calling visa merupakan kebijakan luar negeri Negara 

Indonesia dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim koordinasi penilai yang dibentuk 

oleh Pemerintah Indonesia dan menyesuaikan kepentingan nasional Indonesia.  

 Pelaksanaan pengawasan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin 

dilakukan secara berkala oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian, Pejabat Imigrasi 

dan pegawai imigrasi  pada saat mendapatkan laporan informasi dari masyarakat dan instansi 

penegak hukum lainnya baik itu Tim Pengawasan Orang Asing atau Operasi Gabungan dan 

apabila terdapat temuan pelanggaran keimigrasian maka dilanjutkan dengan pemeriksaan di 

Kantor Imigrasi, persiapan pendetensian, dan persiapan pelaksanaan deportasi melalui tempat 

pemeriksaan imigrasi di Bandar Udara / Pelabuhan. 
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ABSTRAK 

Kata Kunci :  Imigrasi, Izin Tinggal, Overstay, Deportasi 

 Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah 

Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Fungsi 

keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan 

keimigrasian berupa layanan dokumen perjalanan, visa dan izin tinggal,  imigrasi 

melaksanakan penegakan hukum dan pengamanan negara berupa tindakan administratif 

keimigrasian bagi orang asing yang melanggar ketentuan peraturan perundangan maupun yang 

melebihi izin tinggal yang diberikan (overstay),  imigrasi sebagai fasilitator pembangunan 

kesejahteraan masyarakat dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak.  

 Indonesia di zaman sekarang ini menjadi negara yang banyak dimasuki orang-orang 

asing, dengan berbagai tujuan yaitu investasi, bekerja, agama, sosial budaya, dan berkeluarga 

dengan warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan bagi warga 

negara asing yang akan masuk wilayah Indonesia namun tetap dengan mengutamakan 

kebijakan selektif yakni hanya waarga negara asing  yang memberikan manfaat dan tidak 

membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan tinggal di 

wilayah Indonesia.   

 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin sebagai unit pelayanan teknis Kementerian 

Hukum dan HAM Republik Indonesia terdapat wilayah kerja  yaitu Kota Banjarmasin, Kota 

Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten 

Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu 

Sungai Utara, Kabupaten  Balangan dan Kabupaten Tabalong. 
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ABSTRACT 

Keyword :  Immigration, Stay Permitt, Overstay, Deportation  

 Immigration means movement or mobility of persons entering to or xit from  territory 

of Indonesian and surveillance to uphold state sovereignty. The immigration function is part of 

state government affairs in providing immigration services in the form of travel document 

services, visas and stay permits, immigration law enforcement and state security in the form of 

immigration administrative actions for foreigners who violate the provisions of laws and 

regulations or who exceed the granted stay permit (overstay).  immigration as a facilitator of 

community welfare development in terms of Non-Tax State Revenue 

 Nowadays, Indonesia has become a country where many foreigners enter, with various 

purposes, for example: investment, work, religion, social culture, and marriage to be family 

with Indonesian citizens. The Indonesian government provides convenience for foreign citizens 

who wish to enter Indonesian territory, but still prioritizes selective policies, just only foreign 

citizens who provide benefits and do not endanger security and public regulation are permitted 

to enter and stay in Indonesian territory. 

 The Class I Checkpoint Immigration Office as a technical  unit performing Immigration 

function of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has working 

areas, namely City of Banjarmasin, City of  Banjarbaru, District of Banjar, District of Barito 

Kuala, District of Tanah Laut, District of Tapin, District of  Hulu Sungai Selatan, District of 

Hulu Sungai Tengah, District of  Hulu Sungai Utara, District of  Balangan and District of 

Tabalong. 
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